LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR :10 TAHUN 1998 SERI : A NO : 3
m

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 1998
 TENTANG
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan
jenis Pajak Daerah Tingkat II; '

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10
Tahun 1985 tentang Pajak Pertunjukan
dan Keramaian Umum perlu diadakan
penyesuaian dengan Undang-undang
tersebut;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah—Daeraﬁ

L l
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~Kabupaten Dalam Llngkungan Propinsi
Jawa Tengah

Undang'undang Nomor 5 Tahun 1974

_tentang  Pokok-pokok - Pemerintahan Di

. .Daerah (Lembaran Negara Repub11k

- bahan Lembaran Negara Republ1k Indo-.!

Indonesia, Tahun 1974 Nomor 38, Tam-
nesia Nomor 3037);
Undang-undang Nomor-17 Tahun 1997

tentang .Badan ,Penyelesaian Sengketa
PaJak (Lembaran Negara Republik:

Indonesia Tahun 1997 :Nomor 40, Tam-

'7~bahan Lembaran Negara Republlk Indo-'

.Anes1a Nomor 3684)..

 Undang-undang Nomorv18-Tahun 1997';
“tentang Pajak 'Daerah .dan Retribusi
Daerah ,(Lembaran;Negara' Republik

:;IhdoneS1a .Tahun 1997 Nomor 41, Tam-

~bahan Lembaran :Negara . Republlk -Indo-
. nesia Nomor. 3685),

.lUndang undang Nomor -19 ‘Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat
PaPsa (Lembaran Negara Republik

-Indone31a Tahun 1997, ‘Nomor 142 "Tam- '

bahan Lembaran Negara Repub11k Indo-
nesia Nomor 3686),

Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahup 1997
Nomor 54, Tambahan Lembaran Nega,
Republik Indonesia Nomor 3691); .
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pap.
aturan Daerah dan Peraturan Daergy

Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata

Cara Pungutan Pajak Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
- Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1985 tentang Penunjukan, Pengang-
katan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik
Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat paerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

™
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-

KAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

" Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas.

. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
- Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat IT Banyumas

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak
adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan
hiburan ; '

. Hiburan ‘adatah semua jenis pertunjukan, permainan

dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun
yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan
fasilitas untuk berolah raga;

Penyelenggara hiburan adalah orang atau badan yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas
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namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya;

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang
menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau
mendengar atau menikmatinya atau menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara
hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan

petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas

pPengawasan;
Tanda Masuk adalah suaty tanda atau alat yang sah
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat
digunakan untuk menonton, menggunakan atau menik-
mati hiburan; . ‘
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran Eajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah yYyang selanjutnya di-
singkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penye-
toran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menen-
tukan besarnya jumlah Pajak terutang:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat kepu-
tusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang
terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah: kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi adminis-
trasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
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n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

- yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat

keputusan yang menentukan tambahan. atas jumlah
Pajak yang ditetapkan;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
_keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pem-
bayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih
besar dari Pajak yang terutang atau tidak seha-
rusnya terutang; -

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjut-
nya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besar-
nya dengan jumlah kredit Pajak, atau PaJak tidak

_ terutang dan tidak ada kredit PaJak

q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanJutnya di- .
singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan
Pajak dan atau sanksi adm1nlstr351 berupa bunga
dan atau denda ;

r. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu

~dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku_;

s. Surat Paksa adalah surat per1ntah membayar utang

PaJak dan biaya penaglhan PaJak

BAB  II
 NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- Dengan Nama PaJak Hlburan dipungut PaJak atas penye-
lenggaraan hiburan. :
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(1) Oby

_(2) Hiburan
ini, antara lain

(1)

0 HRQMPDO0 S8 = XUk IFMMHO AL W

Pasal 3
ok Pajak adalah semua penyelenggaraan hibura,

scbagaimana dimaksud <pada ‘ayat. (1) Pasa

L]
.
L]

Pertunjukan iilm ; ;
Pagelaran musik dan tari ;

Diskotik ;

. "Karaoke ;

Klab Malam ;

Perma1nan B111yar :
Permainan Ketangkasan s
Panti P13at5;

. Mandi Uap ;

Pertandingan oiah Raga }
Gelanggang Renang ;
Pemandian Alam ;

."Kolam Pemancingan

Padang Golf ;
Gelanggang' Bowllng s

Taman Rekreasi dan Obyek Wlsata .

. Dunia fantasi ;

Pusat Seni dan Pameran 3

. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa ;

Pertunjukan kesen1an 1a1nnya.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yané
menonton dan atau’ men1kmat1 h1buran '
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(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan.’

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau

yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau
menikmati hiburan.

Pasal 6

Tarip Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah
sebesar :

a. untuk jenis pertunjukdn dan' keramaian umum yang
menggunakan sarana film di bioskoplgitetapkan s

1. Golongan A II Utama sebesar”: 30 % (tiga puluh
persen) ;

2. Golongan A II sebesar : 27 Z (dua puluh tujuh
persen) ; 4 ‘ |

3. Golongan A I sebesar : 25 % (dua puluh lima
persen) ; .

4. Golongan B II sebesar : 23 % (dua ‘puluh tiga
persen);
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. Golongan C sebesar : 17 % . (tujuh belas

Golongan B I sebesar : 20. % &
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sen) ;

Golongan D sebesar : 13 % (tiga belas Persegy
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. Mandj Uap ;
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7. Pusat Seni dan Pameran ; .

8. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa ;
9. Dunia Fantasi ; '

10. Pertunjukan Kesenian lainnya ;

sebesar 15 %2 (lima belas Persen) ;

d. untuk jenis hiburan yang berupa pertandin gan Olah
Raga sebesar 10 % (sepuluh persen).

" BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan Tarip Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 Peraturén Daerah ini, dengan Dasar Penge-

naan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Peraturan Daerah ini.

 BAB__V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya

10
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”

{ (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pPada saat
penyelenggaraan hiburan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi .SPTPD,

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasaj
ini, harus diisi dengan jelas, benar dan-lengkqg

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kya-
sanya.

(3) SPTPD yang' dimaksud dalam ayat (1) Pasal inj
disampaikan_kepada Bupati Kepala Daerah selambat-

lambatnya 15 (limabelas) hari setel
masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dite-
tapkan oleh Bupati Kepala Daerah,

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dala@
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati

11
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|
Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang' dengan
menerbitkan SKPD. ‘

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari

- sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administra-

(1)

(2)

(3)

si berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

'Pasal 12 -

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal® 11 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhi-

tungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang ter-

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya Pajak, Bupati Kepala Daerah dapat
menerbitkan : ¥ 143

‘a. SKPDKB ;

b. SKPDKBT ;.
c. SKPDN.

SKPDkB sebagaimana '‘dimaksud pada ayat (2) huruf a
Pasal ini, ‘diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keteranganilain Pajak 'yang terutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi adminitrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat

12
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'  paling lap
. k jangka waktu pa a
dibayar untu "y Py
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak Sag

terutangnya Pajak ;

apabila *SPTPD tidak disampaikan'r.da'}am-‘:-\-jangka
waktu yang ditentukan dan.te'lar.l »-c.l%tlegngnsecha
tertulis, dikenakan sanksi adminisStrasi berup,
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihj.
tung dari Pajak yang kurang.atau terlampy,
dibayar untuk jangka waktu pallng lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat tep.
utangnya Pajak ;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipeny-
hi, Pajak:yang ‘terutang dihitung secara ja-
batan, 'dan dikenakan sanksi administrasgi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh 1lima
persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga‘ sebesar 2 Z (dua
persen) sebulan- dihitung ‘dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalanp ayat (2) huruf
b Pasal ini; diterbitkan apabila ditemukan data
baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan

13
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(5)

(6)

(7)

(1)°

Pembayaran PaJak d11akukan di 'Kas Daerah atau

(2)

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c
Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

kekurangan Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

~Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam

SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila

Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan
tlndakan pemeriksaan.

'BAB  'VII
TATA CARA PEMBAYARAN
'Pasalf 1361988

tempat 1lain yang d1tunjuk ‘oleh Bupati Kepala

Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. =

Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus
disetor ke Kas ‘Daerah’ selambat-lambatnya 1 X 24

14
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N

jam atau dalam waktu yang ditenéukan oleh By .
Kepala Daerah. i

(3) Pembayaran Pajak sebagaima.na' g_imf;ksud_ Pada 8ya
(1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukap denga
menggunakan SSPD. n

Pasal 14

(1) Pembayaran Pajak_harus dilakukan sekaligysg atay
lunas. :

(2) Bupati Kepala Daerap dapat memberi

(3) Angsuran Pembayaran Pajak se
dalam ayat (2) Pasal ini,
teratur dan berturutfturut
sebesar 2 % (dua pPersen)

bagaimana dimaksud
harus dilakukan secara
dengan dikenakan bunga

(4)

(5)
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(1)

dan ayat (4) Pasal

ini, ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah| ‘ ' '

Pasal 15

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

. dalam Pasal ‘14 Peraturan Daerah 'ini diberikan

tanda  bukti pembayaran ‘dan dicatat dalam buku
penerimaan: : ° R : .

Bentuk, jenis,
dan buku pener
pada ayat (1)

isi, ukuran tanda bukti pembayaran
imaan Pajak sebagaimana dimaksud

_ , ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah. ok W AR ' :

94

(2)°

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

| ‘Pasal” 16

Surat ‘Teguran ‘atau Surat Beringétén atau,surdt
lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksa-
naan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalamijangka’Waktu 7’(tdjuh)_hari*5etelah tanggal
surat Tegdfaniatad Surat Peringatan atau surat

‘lain yang sejenis, Wajib Pajgk harus melunasi

! ‘Pajak Yaﬁg'tefuténgtj )

(3)

3 |

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain
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yang sejenis sebagaimana dimak§u&-da1am ayat :
Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat. 1

Pasal 17

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih haruys dib
‘tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagai:yar
ditentukan dalam Surat Teguran atay Surat ?“
ringatan atau surat lain yang sejenis, jumfI
Pajak yang harus dibayar ditagih dengga N
Paksa. i 8an Syry,

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera sete]
lewat 21 (dua Puluh satu) hari sejak tangg:;l

Surat Teguran atauy Surat Peri
: ingatan atay
lain yang sejenis. Surat

Pasal 19

S : .
m:f&;:gidﬂgaRURaq venyitaan dan Wajib Pajak belum
hari sejag :ng Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh)

anggal Pelaksanaan,Surat Perintah Melak-

» Pejabat me : .
Pene ngajukan permintaan
aran tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang

s 4
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Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tang-
gal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada

Wajib Pajak.
Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk 'pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan

oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal | 22
(1) Bupati: Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib
Pajak dapat memberikan! pengurangan, keringanan
dan pembebasan Pajak.
(2) Tata cara. pemberian’ pengurangan, keringanan dan

pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud da}am ayat
(1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala

Daerah.

18
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(1)

(2)

BAB X \

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGHAPUSAN ATy
ENGURANGAN KETETAPAN DAN PE!
S PENGURANGAN SANKST ADMINISTRASI

Pasal 23

Bupati Kepala Daerah karena jabatan atay atag
permohonan Wajib Pajak dapat

a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Yan
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulijs,
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalap

pPenerapan Peraturan Perundang-undangan Perpa-
jakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak
yang tidak benar

b}

C. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminis-
trasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak
yang terutang ‘dalam hal sanksi tersebut dike-

nakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

Permohonan Pembetulan,
ketetapan dan pPenghapusa
administrasi atas ‘SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan ST?D
Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal inl,
harus’ disampaikan Secara tertulis oleh Wajib
Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat
selambat~1ambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak

19
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(3)

(4)

(1)

(2)

tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas,

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterima, sudah

. harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan seba-
gaimana dimaksud 4

lalam ayat (3) Pasal ini, Bupati
Kepala Daerah at

au Pejabat tidak memberikan
kKeputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,
Pengurangan ketetapan dan penghapusan pengurangan
sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanya

kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas
suatu :

a. SKPD ;

b. SKPDKB ;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB ;;
e. SKPDN ;

Permohonan keberatan sebagaimana dimgksud dalam
ayat (1). Pasal ini, harus disampaikan secara

20
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

tertulis dalam bahasa Indonsgiasxlégil(;ngs lam33
(tiga) bulan sejak tanggal. SK l’eh wa'i,b KPDf(BT,
SKPDLB dan SKPDN d%ter1@a od 4. ;e E@Jﬂg
kecuali apabila Wajﬂ? Pajak ka;:i J nu."J“kkan
bahwa jangka waktu itu tida apa dlpemmi
karena keadaan diluar kckuasaannya.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dzflam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tangga]
surat permohonan keberatan sebagalman? dimaksud
pada ayat (2)''diterima, sudah memberikan kep,.
tusan. :

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulap seba-
g8aimana dimaksud dalap ayat (3) Pasal ini, Bupatj
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberjkap

keputusan, permohonan keberatan dianggap dikaby]-
kan.

Pengajuan keberatan sebag'aimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, tidak Menunda kewajiban

‘membayar ‘Pajak.

Pengajuan banding Sebagaimana dimaksdd dalam ayat

(1) Pasal ini, tidak ‘menunda ‘kewajiban membayar
Pajak, |

~

o §
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Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah
ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Pajak d1kemba11kan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal‘.27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan pengemba-
lian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati
Kepala Daerah atau Pejabat, secara tertulis
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka

" waktu paling lama, K 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian Kkelebihan

 pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
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N

ila jangka waktu sebagaimana dimaksyg da
(3) :5::1;2)'][)3581 ini, dilampaui Kepala Daerah at:rz
Pejabat tidak memberikan keputusan, permOhona
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diang&m
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalg,

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajag
lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimap,
dimaksud dalanm ayat (2) Pasal ini, langmum

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly
utang Pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian Kkelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan
dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pem~
bayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan daf

; , : i
bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai buk
Pembayaran;
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BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa
setelah melampaui- jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak terutangnya Pajak, kecuali apabi-

la Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerah

(2) 'Kedaluwarsa  penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
: dalam ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
atau ;

b. ada pengakuan utang Pajak dari wajib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyam-
paikan SPTPD atau mengls1 dengan tidak benar atau
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaj -
kan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar at,,
tidak lengkap atau melampirkan keterangan
tidak benar sehingga merugikan Keuangan Da
dapat dipidana dengan pidana penjara Paling
2 (dua) tahun dan atau denda paling bany
(empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Yang
€rah
lama
ak 4

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam P

asal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini

» tidak dituntyt

BAB XV
PENYIDTI KAN
Pasal 33
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di ling-
kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang: khusus
sebagai' Penyidik untuk melakukan penyidikén
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagai-

mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana. |
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana di
(1) Pasal ini, adalah: ‘paksud. dalan ayat

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

k?terangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas ;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang .dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah terse-
but; :

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana dibidang perpajakan Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan doku-
men-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

ahli dalam rangka

meminta bantuan tenaga .
dikan tindak pidana

pelaksanaan tugas .penyi
dibidang perpajakan Daerah;

melarang seseorang mening-

menyuruh berhenti, i
tempat pada saat pemerik-

galkan ruangan atau
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N

saan sedang berlangsung dan memerikgj, ident-
tas orang dan atau dokumen yang dibay, Seb:
gaimana dimaksud pada huruf e; "

h. memotret seseorang yang be;#altan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah;
~i. memanggil orang untuk didengar kete

dan diperiksa sebagai tersangka atay

saksi :
j. menghentikan;pényidikan:

k. melakukan tindakan lain yang perly untuyk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.’ RN 4

(3) Penyidik sebagaimana dima
' Pasal' ini, memberitahukan
dan menyampaikan hasil renyidikannya kepada
Penuntut=Umum,’sesuai‘dengaﬁ ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. B1L)

ksud dalam ay'at (1)
dimulainya.'penyidikmw

BAB ~ XVI -
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
' Pasal 33

(1) Dinas Pendapatan

A
Pelaksanaan Peratur

Daerah berfanggungjawab %
an Daerah ini'. |

7
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(2)

(3)

Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, diberikan biaya operasional yang besarnya

"ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1) Dengan'berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Perafuran-Daérah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Banyumas Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pajak
Hiburan:.dan Tontonan ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak
Billyard sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1988 ;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

/
w
‘ﬁ
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(2) Peraturan paerah ini mulai berlaku pada tang&n

diundangkan.

jap orang dapat mengetahuipy,

memerintahkan pengundangan Peraturan gaefah s
dengan penempatannya dalam Lembaran Daera KabupatEn

Daerah Tingkat II Banyumas.

Agar supaya set

. pitetapkan di Purwokerto
~ pada tanggal 25 Pebruari 199g

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAR

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,
Cap. ttd Cap. ttd.
H. WARSONO H. DJOKO SUDANTOKO, S Sos
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Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
tanggal 4 Agustus 1998 Nomor : 973.33-648

piundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 3 tanggal 27 Agustus 1998

Seri A
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SOEDTIMAN

Pembina Tk. I
Nip. : 500 034 842
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN D

PENJELASAN
ATAS
AERAH TINGKAT II BANYUY,
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAK HIBURAN

PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusj
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahy
1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupatn
Daerah Tingkat II Banyumas diberi Kewenan o
untuk memungut Pajak Hiburan. Hal inj dimak 83"
kan dalam rangka mendukung perkembangan 0Ot Suj
Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung;‘)gg:tl)
aksanaan Pemerintahan, Pem-

bangunan dan pela
= yanan masya
dari Pendapatan Asli Daerahy = KEGE: SRS
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undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 19 Tahun' 1997.

I1I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s

Pasal:: :2:5b
Pasal 3. s/d PaSal 21:

Pasal 22

Pasal ini memuat pengertian
istilah yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian
tentang istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah -
timbulnya salah tafsir dan
salah pengertian dalam

. -memahami dan melaksanakan

Pasal-pasal yang bersang-

kutan, sehingga Wajib Pajak

maupun aparatur dalam
melaksanakan hak dan kewa-
jibannya dapat bgrjalan
dengan lancar.

Pengertian ini diperlukan
karena istilah-istilah
tersebut mengandung penger-
tian yang baku dan teknis
dalam bidang perpajakan.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

. Dasar pemberian pengurangan

dan keringanan dikaitkan
dengan Kkemampuan Wajib
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"“‘

Pajak. Pembebasan Pajak
dikaitkan dengan fungsi
obyek Pajak.

Pasal 23 s/d Psl 28 : Cukup je}as.

Pasal 29 ayat (1) : Saat kedaluwarsa Penagihapn
Pajak ditetapkan untuk
memberikan kepastian hukum
kapan hutang Pajak tersebuyt
tidak dapat ditagih lagi.

L)

Pasal 29 ayat (2) Dalam hal diterbitkannya

Surat teguran dan surat
paksa, kedaluwarsa pPena-
gihan dihitung sejak tang-
gal penyampaian surat paksa
tersebut. ’

Yang dimaksud dengan_penga-
kuan hutang Pajak secara
langsung adalah Wajib Pajak
dengan kesadarannya menya-
takan masih mempunyai
hutang Pajak dan belum

melunasinya kepada Pemerin-
tah Daerah. :

Yang dimaksud dengan penga-
kuan hutang Secara tidak
langsung adalah Wajib Pajak
tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa
ia mengakui mempunyai
hutang Pajak kepada Peme-
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pasal 30 ayat (1)

pasal 30 ayatl(Z) '

Pasal 31 ol

Pasal 32 s/d Psl 34

rintah Daerah, misalnya
Wajib Pajak mengajukan
permohonan Kkeberatan atau
penundaan pembayaran. -

Dengan adanya sanksi pida-
na, diharapkan timbul
kesadaran Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajibannya, yang
dimaksud dengan Kealpaan

berarti tidak sengaja,

lalai, tidak hati-hati atau
kurang mengindahkan kewa-
jibannya, sehingga perbu-
atan tersebut menimbulkan
kerugian keuangan Daerah.

Perbuatan atau tindakan
sebagaimana dimaksud dalam

ayat ini yang dilakukan

dengan sengaja, dikenakanan
sanksi yang lebih berat

dari pada alpa, mengingat

pentingnya penerimaan Pajak

bagi Daerah.

Ketentuan ini dimaksudkan
guna memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Pajak,
Penuntut Umum dan Hakim.

Cukup jelas.
34
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 973.33 - 648

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGRAT
ITI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMAN-

Banyumas tanggal 29 Januari 1998
Nomor 188.3/579/1998 dan- tanggal 9
Maret 1998 Nomor 188.3/1936/1998 dan
Nomor 188.3/1939/1998 Perihal permo-
honan Pengesahan Peraturan Daerah

bilan danPengolahan Bahan Galian

Golongan C, Nomor 3 Tahun 1998 ten-
tang Pajak Hiburan ;

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah ‘yang telah
disampaikan sudah sesuai Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

35
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Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah, sehingga
perlu menetapkan pengesahannya dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Undang - undang WNomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

. Nomor: 3037) ;

; Undéng-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  ( 'Lembaran Negara Tahun%1997
Nomor "41, ‘Tambahan Lembaran Négara
Nomor 3685) ;!

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tam-

bahan Lembaran Negara Nomor 2586) ;

ffKeputusanv-Menteri DalamNegeri Nomor

92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan

‘. Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSEKAN

Mengesahkan ‘Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor
1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfa-
atan Air Bawah Tanah dan Air Permu-
kaan, Nomor 2 Tahun 1998 tentang
Pajak Pengambilan danPengolahan Bahan
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Galian Golongan C, Nomor 3 Tahunp 1994
tentang-Pajak.HiQpran, dengan Per-
ubahan sebagai berikut :

I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerap
Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahup
1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan .

1. Konsideran Mengingat nomor urut
2, kata "di" diubah dan haruys
2ditulis pity,

2.-Pasal 1 huruf k diubah dap
harus dibaca : °

k. Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah yang selanjutnya

disingkat SPTPD adalah Surat

‘Pemberitahuan dari Wajib

jumlah Air Bawah Tanah dan
atau. Air ‘Permukaan yang
diambil-Wajib Pajak dalam
Suatu ‘masa pajak 3

- 3*.. Pasal ::8: ‘diubah dan harus
dibaca :

Masa Pajak adalah jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) bulan
AiEruitakwim.iddazonne) o .

( -

>34,<Pasa1v9,ﬁdihapus.

5. Pasal 10" diubah menjadi Pasal
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: fgsal 11 diubah menjadi Pasal
e dlfambahkan ayat (3) baru
sebaga1 berikut .

(3) SPTPD yang dimaksud dalam
ayat (1) harus disampai-
- kan kepada Kepala Daerah
" selambat-lambatnya 15
(1limabelas) hari setelah

s berakhirnya masa pajak.
- ayat (3) lama diubah menjadi

ayat. (4)

. Pasal 13 d1tambahkan ayat )
sebagai berikut -:

, (7) Penambahan jumlah PaJak
‘ 'yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

" Pasal 25 :
- ayat (1) huruf f, dihapus. .
- ayat (2), kata-kata "atau

tanggal pemotongan/pemungutan't

" oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal.
ini, dengan alasan Yyang
jelas", 'dihapus 2

. pasal 28 ayat (1) pada akh1r

kalimat ditambahkan kata-kata
"gsecara tertulis dengan. menye-
jbutkan sekurang—kurangnya P
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10.

11.

Pajakp;. g

a Pajak ;

2' gg:arnya kelebihan pembay, ..
. an pajak ; ;

d. Alasan yang jelas.

"
1 32, kata-katg Pasal 39
gisgah dan harus d%Paca "PaSal
31 ayat (1) dan (2)".

‘Urutan pasal Peraturan Daerap

dan Penjelasan Peraturan Daerap
supaya disesuaikan denga
Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun
1998 tentang Pajak Pengambilan dap

Pengolahan Bahan Galian
Golongan C :

Pasal 8 diubah dan harus
dibaca :

Pasal 8

 Masa Pajak adalah jangka waktu

yang lamanya 1 (satu) bulan

takwim,

.;Pasal 9., dihapus.

. Pasa

i3 1.10 diubap menjadi Pasal

. Pasa

7 1 11 diubahp menjadi- Pasal
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- ditambahkan ayat (3) baru
sebagai berikut

(3) SPTPD yang dimaksud dalam
ayat (1) harus disampai-
kan kepada Kepala Daerah
selambat-lambatnya 15
(1imabelas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

"- ayét (3) lama diubah menjadi
ayat L&),

. Pasal 13 ditambahkan ayat (7)

sebagai berikut :

(7) Penambahan jumlah Pajak
yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
tidak dikenakan apabila
Wajib . Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

. Pasal 25
- ayat (1) huruf f, dihapus.

- ayat (2), kata-kata "atau
tanggal pemotongan/pemungutan
oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, dengan alasan Yyang

jelas", dihapus.

. Pasal 28 ayat (1) pada akhir
kalimat ditambahkan kata-kata
"secara tertulis dengan menye-

butkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Wajib.
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Pajak ;

' b. Masa Pajak ;
c

8.

Besarnya kelebihan pembayar-
- an pajak ; e
d. Alasan yang jelas.

Pasal 32, kata-kata "Pasal 31
diubah ‘'dan harus dibaca "Pasa]

31 -ayat (1) dan (2)",

. Urutan pasal Peraturan Daerah

" dan Penjelasan Peraturan Daerah

supaya disesuaikan ‘dengan
Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kabupaten Daetah

Tingkat II' Banyumas Nomor 3 Tahun

1998 tentang P

3

‘Masa ‘Pajak' dda1,

3.

‘ ‘

takwim! . .

?ngﬁ

'Pasa;'g,

ajak Hibu;an :

,'Konsiderén_Mengingat nomor urut
"2, kata a1y diubah-dan'harus
“ditulis “pin, w0 o

Pasa1~_§<diﬁbah,daﬁuharus
dibaga (€& 15251 23..€4N “hs

e 1% O s

h jangka wakty -
(Satg)_bulan~

yang lamégyd 1
Pasal 9. dihapuys. ‘

3 § [ : 4055 F ol A OF
‘Pa$al"1b_ 'giubéh‘ mgnjédi
. I : . 7 'l" Y oo i .

i1 £

4
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fgsal 11 diubah menjadi Pasal
- ditémbahkan ayat (3) baru
sebagai berikut

(3) SPTPD yang dimaksud dalam
ayat (1) harus disampai-
kan kepada Kepala Daerah
selambat-lambatnya 15
(l1imabelas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

- ayat (3) lama diubah menjadi

ayat-(4).

Pasal 13 ditambahkan ayat (7)

sebagai berikut :

(7) Penambahan jumlah Pajak
yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

'Pasal 2513
-.—-ayat--{1)-huruf-f, dihapus.

- ayat (2), kata-kata "atau
tanggal pemotongan/pemungutan
oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, dengan alasan Yyang

1jelas', dihapus.

Pasal 28 ayat (1) pada akhir
kalimat ditambahkan. kata-kata
"gecara tertulis dengan menye-=
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L L

M P WN -

. SALINAN
Sdr

e n sekurang-kurangnya

.Z?‘ﬁima dan ~alamat Wajijy
' 'Pajakp;_ak b
). Masa Faj -

2; Besarnya. kelebihan pembayar.
" an-pajak ; - o

.d. Alasan yang Jelas.

. Pasal 32, kata-kata "Pasal 3yn
. g?ibahqdén;harus d%paca "Pasa]
31 ayat (1) dan (2)".
10. Urutan pasal Peraturan Daerah
dan Penjelasan Peraturan Daerah
 supaya -disesuaikan dengan
- Keputusan ini. : |
; .Ditetépkah’ di = Jakarta
- pada tanggal 4 Agustus 1998
. MENTERI DALAM NEGERT
. o elCap. i REd. e
. SYARWAN HAMID

< Keputusan ini disémpaikan kepada-Yth‘:

- Menteri Sekretaris'Negara di Jakarta.
- 8dr. Menteri Kehakiman di Jakarta. ‘
- Sdr. Menteri Keuangan-di Jakarta. _ : -
.-Sdr.'Sekretaris,Jenderal.Departemen Dalam Negeri
e notd e daKarth; Y o8 TN - e
. Sdr. Direktgr Jenderal Pemerintahan Umum dan
‘2 “Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di -
e wnsy Jakartarn -y APE £ B R « % ;
‘6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
7 “ay. di-Semarang. ' NI Y s ¥ g
/. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di
-Sdf7 %grwokerto; ~ = 4 o

etua Dewan ?érwakilén RakyatADaerah Kabupa-
ten-Daerah'T1ngkatII Banyumas di Purwokerto.

4'3 . E
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